
SALINAN 

 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 40 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO 
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI 
DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PONOROGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pengelolaan 
keuangan daerah secara non tunai perlu melakukan 
penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Bupati Ponorogo 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai 
dalam Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo 
Nomor 7 Tahun 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam 
Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Ponorogo; 

Mengingat 	: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2/C Tahun 
2007); 

8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam 
Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 
Nomor 7); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 1 TAHUN 2018 
TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
PONOROGO. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam 
Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 
1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam 
Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 
7), diubah kembali sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, ayat (4) dan ayat (5) 
dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

(1) Setiap pembayaran belanja APBD dari bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib 
melalui sistem Pembayaran Non Tunai. 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. Belanja Operasi : 

1. Belanja Pegawai; 

2. Belanja Barang dan Jasa; 

3. Belanja Bunga; 

4. Belanja Subsidi; 

5. Belanja Hibah; dan 

6. Belanja Bantuan Sosial. 

b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tak Terduga; dan 

d. Belanja Transfer. 

(3) Dihapus. 

(4) Dihapus. 

(5) Dihapus. 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 7 

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas (dalam daerah/luar 
daerah) yang meliputi: 

a. uang harian; 

b. uang transportasi; 

c. biaya penginapan; 

d. uang representasi; 
e. sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan; dan 
f. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (Rapid Test 

Anti Body I Rapid Test AntigenIPCR Test/ Swab 
Test/ GeNose); 
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dikecualikan melalui sistem pembayaran Non Tunai. Hal 
tersebut tidak berlaku apabila pengajuannya dengan 
mekanisme LS. 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bisa 
juga dibayarkan secara non tunai. 

(3) Bendahara Pengeluaran, 	Bendahara 	Pengeluaran 
Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus 
membuat dan menyimpan bukti pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 1 April 2021 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. SUGIRI SANCOKO 

Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 01-04-2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 40. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR 
NIP. 19  07 199303 1 008 
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